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Penegakan Hulcum  yang' Terabaﬁcan dan Poiss1  yang Promote

-g_egakan Hukum yang Terabalkan
Polisi yang Promoter

B ._ Tulzsan ini meméabas mengenczz penegakan Bk yang belum otimal, sehingga menjadizkontradikti f
" a’enggn harapan akan menjadi polisi yang Promoter. Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan
pzdana mempunyai tyjuan antara lain mewujudkan tertib dan tegaknya hukum. Sebagai garda terdepan

maka Polri harus profesional, modern dan terpercaya (Promoter), Polisi yang Promoter mesti polisi yang

proakt if, Palm yang bersama-sama masyarakat bukan polisi yang éerbadpan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polri, Promoter,

Pendahuluan
adalah akronim dari kata
profesional, modern dan terpecaya. Akronim

... Promoter

terscbut merupakan semboyan Kapolri® Drs.
Tito Karnavian, MA, Ph.D. tentunya ‘dengan
jajarannya. Semboyan itu digunakan jajaran
Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika
masyarakat sedang dalam‘menghadapi deretan
keadaan biasa apalagi dalamukeadaan darurar
narkotika,
padepokan Taat Pribadi dan tertangkapnya
pungli di Kementerian Perhubungan dan pungli-
pungli di tempat lainnya.

kekerasan sexual sampai  kasus

Program Promoter dengan 10 (sepuluh)
prioritas kebijakan : (1) Pemantapan reformasi
internal Polri; (2) Peningkatan pelayanan publik
yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis
teknologi informasi; (3) Penanganan kelompok
radikal prokekerasan dan intoleransi yang
lebih optimal; (4) Peningkatan profesionalisme
Polri menuju keunggulan; (5) Peningkatan

*Irjen Pol. {P). Dr. Muhammad Forahim Alumnus AKABRT Kepolisian

kesejahteraananggotaPolri;(é)Tatakelembagaan,
pemenuhan  proporsionalitas anggaran, dan
kebutuhan min sarpras; (7) Bangun kesadaran
dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas;
(8) Penguatan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban ~masyarakat (Harkamtibmas);/ (9)
Penegakan hukum yang lebih profesiona! dan
berkeadilan; (10) Penguatan pengawasan.

Program yang telah dicanangkan sudah
barang tentu masyarakat daf seluruh bangsa
Indonesia berharap.~Polisi dapat mencapai
tujuannya” sebagaima tertera pada Pasal 4
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002, Nomor 2). Pasal 4 menyatakan bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri
yang meliputi terpeliharanya keamanan dalam
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
hukum,  terselenggaranya  perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta
terbinanya ketenteraman masyarakat dengan
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EE _"menjunjung t1ngg1 hak asasz manus1a

Rumusan Pasal 4 mernuat pokok pzklran

3 _tentang tu_luan Kepohswn daiam kmtannya =
' fdengan tujuan negara dan kearnanan dalam
~'negeri, Pemyataan tu_;uan Kepohsan menjadx

: :'_pentmg bagi pembentukan jati diri’ Kepoh51an,

| karena tujuan ‘akan .memberi arah yangeakan

dicapai melalui pelaksanaan ﬁlngsz Kepohsmn
Pada - g1hrannya tujuan < kepolisian . .
memberi kejelasan pada’visi. dan misi Polri.
~ Untuk ‘mencapai tujuan Kepolisian senantiasa
mewarnai perilaku Kepolisian baik perorangan,
kelembagaan maupun dalam hubungan dengan
masyarakat, sehingga memberikan jati diri
Kepolisian yang diwujudkan dalam = kode
etik Kepolisian. Rumusan Pasal 4 ini juga
mengandung esen51 bahwa tugas pokok Polri
senantiasa dalam nuansa’ keamanan dalam
negeri. Pasal 4 mengandung pula rambu-rambu
pelaksanaan | fungsi Kepolisian yaitu dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penégakan Hukum

Perhndungan hak asasi manusia (HAM)
menjadi kata kunci\dalam penegakan hukum
HAM atau droit de ’home (Perancis), buman rights
(Inggris) dan mensen rechten (Belanda). Dalam
literatur Indonesia dikenal HAM adalah hak
dasar/hak pokok/hak fundamental yang melekat
pada kodrat manusia yang dianugerahkan oleh
Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Menurut UU
No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(FHAM), pada Pasal 1 angka (1) disebutkan
hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. Salah satu dokumen PBB
tentang HAM adalah:

akan

o :_j:.:'_'_Human rngz‘s taula’ ée geneml]y de ir2e

“. L asthose ngbts wich are mberent inournature

o :mzd without it we cannot !rve as fJuman 5emg R
s Dalam bahasa. Indonesm berartz hak—haki =
yang melekat secara aiarmah manusia tidak
. Dbisa’ hldup tanpa adanya ha.k hak tersebut.
i "-"_Bukn dan HAM adalah hakvhak yang

_ dzlahxrkan dan hak terscbut tldak dapat
_-'chgugat oleh siapapun, Bila hak tersebut _
 dilanggar akan menyebabkan pendeﬂtaan

:terhadap hakekat dan rnartabat manusia

. 52... ] f.(Bambang WaIuYO, 2016)

.- Pada’ tahun 2005 Indonesia meratifikasi
konvensi -internasional tentang hak ekonomi,
hak sosial dan hak budaya serta konvensi
internasional tentang hak sipil dan politik
dengan diundangkannya UU RI Ne. 11 Tahun
2005 dan UU RI No. 12 Tahun 2005. Disisi
lain MPR mensyahkan perobahan UUD 1945,
perobahan pertama tahun 1999, kedua tahun
2000, ketiga tahun 2001, keempat tahun 2002.

Perobzhan kedua UubD 1945
menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap
upaya pemajuan dan. perlindungan HAM
dengan mengintegrasikan ketentuan instrumen
nasional tentang HAM sebagaimana tercantum
dalam Bab XA tentang HAK asasi manusia yang
terdiri 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 28A sampai
dengan Pasal 28].

Perubahan terhadap UUD 1945 tidak
sekaligus dilakukan, sedangkan diketahui bahwa
setiap konstitusi sekurang-kurangnya berisi tiga
kelompok memberi muatan:

1. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi

manusia

Pengaturan tentang susunan ketatanegraan
yang mendasar

. Pengaturan tentang pembagian pembatasan
tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
mendasar.
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o fidak smkron satu dengan lamnya (Tauﬁk Sri
- Sumantrz 2004) e

L o Pada saat 1tu munculiah berbaga.t undang-
e ;undang yang mult1 tafszr yang berakibat

-'--_-'tumpang 11nd1h bcrbagal undang-undang dan

 pertengkarannpertengkaran serta  masalah-
-masaiah Rewsx UU MD3«(UU No. 17 tahun
2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD).
Undang-Undang KPK, Undang—Undang
Ant1—Korups1, Perpres mobil pejabat, Pansel
pemimpin KPK tentang uji kelayakan, Dewan
Kehormatan - DPR, ‘wacana menghidupkan
GBHN, Pembentukan Perpres, pembentukan
pembuatan sejumlah Perda serta sejumlah aturan
baru yang berkeutan dengan hukum.

Kendakmapanan dalam bidang hukum
m_c_nurut Prof Kaelun (UGM) salah satu
penyebabnya adalah ketika Amandemen kedua,
satu-satu bangsa di dunia yang mengubur filsafat
negaranya adalah bangsa Indonesia, sehingga
dampaknya seperti sekarang ini.

* Sementara itu fenomena dalam masyarakat
berkembang pemahaman dan sikap yang salah,
seperti cari yang haram saja, susah apalagi
cari yang halal. Turut berkembang pula sikap
masyarakat yang hedonis / yang penting enak
bukti munculnya kasus Taat Pribadi yang
menjungkirbalikan keyakinan agama serta akal
schat, hal ini dapat mengganggu keamanan
dalam negeri.

Menghadapi  kasus  Taat  Pribadi
nampaknya Polri yang Promoter masih seperti
pemadam  kebakaran. Aksi penangkalan
terhadap faktor korelatif kriminogen (Prof
Soerjono  Soekanto faktor
endapanbahaya}belum sigap. Pencegahan yang
dilaksanakan fungsi Samapta Bhayangkara

menyebutnya

dan fungsi bimbingan masyarakat belum
optimal. Fungsi penindakan /represif justru

L etelah perubahan terhadap U'UD 1945
s . yang: mendasar menimbulkan reaksi masyarakat,
S karena memang: substansmya kurang -bahkan

. Penegakan Hukum yang' Terabazkan da.n Polisi yang Promoter

sering kelihatan di media elektronik maupun =
di media cetak. Dalam kaitan ini sepantasnya

bila ada oknum Polisi yang turut terlibat
kasus Taat Pribadi hendaknya ditindak tegas, -
bElk yang di Polres Proboimggo Polda Jatim UL
maupun yang ada di Mabes Polri. S

- iP_en}ciasan kepada masyarakat oleh Divisi .
Hubungan Masyarakat masih bergaya dinas
penerangan jaman Orde Barw, Polisi yang =

Promoter mesti polisi yang proaktif;polisi yang
bersama-sama masyarakat bukan polisi yang
berhadpan dengan masyarakat. Menurut. Prof
Satjipto Rahardjo Polisi yang protagonis bukan
yang antagonis.

Kedepan Polisi yang Promoter harus
mewwjudnyatakan  community policing atau
pemolisian masyarakat yang menjadi strategi
pemolisian  modern.  Selamat  berjuang
Bhayangkara Negara “pasti bisa!!”, Allah selalu
melindungi.

Polisi yang Promoter

Polri sebagai garda terdepan dalam sigtem
peradilan pidana mempunyai tujuan antara lain
mewujudkan tertib dan tegaknya hukum Sebagai
garda terdepan maka Polri harussprofesional,
modern dan terpercaya (Promoter).

Profesional memiliki unsur-unsur : (a) dasar
ilmu atauteori yang sistemtis; (b) kewenangan
yang diakui klien; (c) sanksi dan pengakuan
masyarakat akan keabsahan kewenangan; (d)
kode etik yang regulatif; (e) kebudayaan profesi;
(f) persatuan profesi yang kuat berpengaruh.
(Oteng Sutisna, 1987)

Jenderal  Kunarto  dalam  sarasehan
introspeksi bagi calon pimpinan Polri untuk
mewujudkan hari esok yang lebih baik,
mengintrodusir kepemimpinan Polri harus : (a)
kehadirannya memberikan getaran perbaikan;
(b) Menciptakan prestasi / produksi kerja yang
diakui;

(c) memecahkan masalah-masalah
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suasana

31ﬁ1{, -'(d) menc:lptakan

Sebagzu sosok Poh31 yang modern telah
nampak dalam sarana dan. prasarana . yang
lebih baik, kendaraan patroli, dan peralatan
komunikasi, pesawat udara/helikopter,
peralatan pengamanan dan pengolahan tempat
kejadian perkara, sudah berbasis teknologi
informasi walaupun belum menyeluruh hal ini
karena dukungan dan kemampuan anggaran
Kesejahteraan anggota  Poli
diupayakan dengan segala
keterbatasannya. Dalam hal pengolahan TKP
telah menggunakan seientific crime investigation
dengan melibatkan ahli berbagai disiplin ilmu
untuk mendukungnya. Untuk hal ini perlu
ditingkatkan terus kemampuan diri dan jajaran
serta tersebar ke seluruh Indonesia:

pemerintah.
nampak terus

Polisi yang terpercaya, ini yang paling sulit
untuk diwujudkan. Kalau Presiden Jokokowi
menginisiasi revolusi mental, maka Polri
harus berani menggelorakan “Jihad melawan
budaya 86”. Jihad diartikan dengan keteguhan
hati, berpikir dan bekerja secara keras, cerdas,
iklas, dan tuntas. Komit untuk tidak pungli,
tidak semua bisa damai, bisa diatur, wani piro
dan semua perilku buruk ditindak, mulai dari
pangkat terendah sampai pangkat tinggi. Masih
adanya anggota Polri yang terlibat tindak pidana
narkotika, penipuan, penggelapan dan terbelit
kasus Taat Pribadi, merupakan tantangan bagi

G fharmoms (e) mesklpun dalam keterbatasan
o _.f::'..da _at berhasﬂ e

= féfo?;ﬁasi--inté_rr'_xal-'Polr'

Jurnal Iimu Kepolisian | Edisi 086| September - Oktober 2016

,_Ind:tkator dan arah d1 atas tclah d1m111k1 :'_ ni  pir :
. Polri, tmggal Kapoln yang saat ini. memzmpm
i ,000 anggota Poln yang promoter dituntut :
. untuk menjach leb1h tertata dengan ba1k yang
o --.__'jidapat memmbulkan keteraturan serfa semangat
. dan bergmrah dalam kehidupan. bermasyarakat e
© dan kehidupan . menujuskearah negara ‘yang
: _.:_'makmur penuh dengan perbuatan~perbuatan_ 5
 kebaikan dan dalarn kearnpuan Tuhan Yang
E Maha Esa. :

;fpembmaan kaner Jﬁga bermasalah mutasz, dan
"promom hendaknya ‘Dberbasis p51k010g1, ﬁz‘ and-: i

proper test | viji kelayakan dan kepatutan Yang

. '_-‘berbaszs teknolog1 1nformas1

Dalam ka.ltan 1r11, Chnsnanda menuhs buku |

' “Pohs;. Smg ]ujur Ojo Ngapusi™. Polisi- untuk

menjadl dlpercaya selalu meningkatkan dan -

- memoles inteligent quotient, emational quatient,

spiritual quotiens, social quotient, baik sendiri-
sendiri atau terprogram yang dipimpin kepala-
kepala Polri sampai ‘unit terkecil. Pendek kata
polisi harus jujur; benar dan adil. '

Dengan menghargai, menghayati dan
melaksanakan tugas secara profesional, modern,
terpercaya’ tidak mustahil tujuan kepolisian
semakin dekat untuk bisa capai dan tujuan
nasional dapat pula lebih dekat, karena tujuan
kepolisian merupakan bagian dari tujuan
nasional.

Yang mendasar . adalah  pembinaan
keagamaan secara benar dan baik serta kontinyu
agar insan Polri faham betul “ilksan”. Ucapan
dan perbuatannya dilihat dan didengar oleh
Allah SWT atau seolaholah melihat adanya

Tuhan Yang-Maha Esa sedang mengawasi.

Penutup

Penegakan hukum sudah cukup lama
terabaikan, dan Polisi adalah garda terdepan
dalam sistem peradilan pidana. Polisi adalah
hukum hidup, tanpa Polisi Undang-Undang
hanya susunan kata-kata yang indah. Penegak
hukum tergantung Polisi yang baik bekerja
dengan benar secara materil maupun formil
yang pada akhirnya demi menghasilkan hukum
yang adil.

Profesional, modern dan dipercaya harus




_uhkembangkan Reward and pumshment
'harus dltegakkan, kesejahteraan lahir dan bathin

. perlu terus  diusahakan sampai_ unit terkecil,
e -:f;-'_'pnnpman Poln ‘harus berani bers1kap dan/atau
| ““berucap ¢ contohlah aku”. Polri harus jujur,
' benar dan adil agar masyarakat dapat merasakan

. f‘?keberadaannya

- Jakarta, - Oktober

"r;;2016
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